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1. Latar Belakang  
1.1. Dalam rangka membangun SDM yang profesional dan berkualitas Internasional di bidang Kepariwisataan, LSP 

STP Bandung melaksanakan Uji Kompetensi berdasar Skema Sertifikasi yang disepakati oleh pihak terkait 
1.2. LSP STP Bandung membentuk Komite Skema Sertifikasi yang merupakan perwakilan dari masing-masing 

Program Studi untuk merumuskan Skema Sertifikasi yang digunakan dalam Uji Kompetensi terhadap mahasiswa 
masing-masing Program Studi 

1.3. Program Studi Manajemen Bisnis Konvensi telah menyepakati Skema yang digunakan dalam Uji Kompetensi 
adalah Skema Sertifikasi Level bidang Bisnis Konvensi 

 
2. Ruang lingkup Skema Sertifikasi 

2.1. Bidang : Bisnis Konvensi 
2.2. Lingkup penggunaan : Level bidang Bisnis Konvensi 

 
3. Tujuan Sertifikasi 

3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi pemegang Sertifikat Level bidang Bisnis Konvensi 
 

4. Acuan Normatif : 
4.1. Tuntutan persyaratan kompetensi tenaga kerja dalam pengembangan SDM Kepariwisataan 
4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan  
4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
4.5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi 
4.6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 348 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen 
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor 
dan Jasa Penunjang Usaha Lainnya Bidang MICE  

4.7. Pedoman BNSP Nomor : 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema 
Sertifkasi Profesi 

4.8. ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals, 2005 
4.9. Common ASEAN Tourism Curriculum, 2007 

 
5. Kemasan / Paket Kompetensi 

5.1. Jenis Kemasan : Level 2 (Dua) 
5.1.1. Rincian Unit Kompetensi 

 
KODE UNIT UNIT KOMPETENSI SEMESTER 

 PAR.HT01.001.01 Bekerjasama dengan kolega dan pelanggan 5 
 PAR.HT01.002.01 Bekerja dalam lingkungan sosial yang beragam 5 
 PAR.UJ03.003.01 Mengumpulkan dan menyajikan informasi 2 
 PAR.HT03.058.01 Pertukaran informasi dalam bahasa percakapan  3 
 N.823010.017.01 Menangani kegiatan acara protokoler 2 
 PAR.UJ03.044.01 Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat 

operasional dasar 
3 

 N.823010.030.01 Menginstall dan membongkar elemen pameran 6 
 N.823010.031.01 Mengatur dan memonitor instalasi dan pembongkaran pameran 6 
PAR.HT01.003.01 Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan di 

tempat kerja 
5 

 N.823010.013.01 Mengawasi Loading dan Unloading 6 
 

5.2. Jenis Kemasan : Level 3 (Tiga) 
5.2.1. Rincian Unit Kompetensi  

KODE UNIT UNIT KOMPETENSI SEMESTER 
 PAR.HT01.001.01 Bekerjasama dengan kolega dan pelanggan 5 
 PAR.HT01.002.01 Bekerja dalam lingkungan sosial yang beragam 5 
 N.823010.021.01 Mengatur pendaftaran tamu dalam suatu acara 3 
 N.823010.023.01 Memproses kegiatan pendaftaran dalam suatu acara 3 
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 N.823010.017.01 Menangani kegiatan acara protokoler 2 
 PAR.UJ03.044.01 Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat 

operasional dasar 
3 

 
5.3. Jenis Kemasan : Level 4 (Empat) 

5.3.1. Rincian Unit Kompetensi 
KODE UNIT UNIT KOMPETENSI SEMESTER 

  N.823010.003.01 Menyeleksi venue kegiatan 6 
  N.823010.006.01 Menangani perijinan kegiatan 6 
   N.823010.016.01  Menangani keramaian  6 
   PAR.HT01.001.01  Bekerjasama dengan kolega dan pelanggan   5 

PAR.HT01.003.01  Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan  
 di tempat kerja 

 5 

   N.823010.020.01  Mengelola manajemen acara  6 
   N.823010.013.01  Mengawasi loading dan unloading  6 
   N.823010.005.01  Melakukan negosiasi dengan vendor  6 
   N.823010.014.01  Mengelola proyek kegiatan  6 
   N.823010.007.01  Mengembangkan strategi pemasaran  6 
   N.823010.027.01  Mengembangkan strategi komunikasi pada kegiatan pameran  4 
   N.823010.019.01  Mengelola kegiatan sponsorship  6 
   N.823010.026.01  Mengembangkan ide untuk konsep pameran   4 

 
5.4. Jenis Kemasan : Level 5 (Lima) 

5.4.1. Rincian Unit Kompetensi 
KODE UNIT UNIT KOMPETENSI SEMESTER 

  PAR.HT01.001.01 Bekerjasama dengan kolega dan pelanggan  5 
  N.823010.004.01 Mengembangkan proposal penawaran (BID) 7 
   N.823010.018.01  Mengembangkan program meeting dan konferensi   7 
   PAR.HT02.055.01  Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penjualan   7 
   PAR.HT02.053.01  Membuat Presentasi   7 

 
6. Persyaratan dasar: Pemohon Sertifikasi 

6.1. Mahasiswa Program Studi D-IV Manajemen Bisnis Konvensi 
6.2. Mengisi Log Sheet yaitu daftar kegiatan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa untuk satu semester 
6.3. Terisi sebanyak 75% dari total praktek yang harus dihadiri 
6.4. BSR, yaitu daftar elemen kompetensi dari tiap unit kompetensi. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi, BSR dari 

unit kompetensi yang akan diujikan, minimal terisi 50% 
 
7. Hak Permohonan Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat 

7.1. Hak Pemohon  
7.1.1 Peserta yang dinyatakan kompeten diberikan sertifikat kompetensi sesuai Klaster yang diambil. 
7.1.2 Mengunakan sarana promosi diri sebagai personil yang kompeten. 
7.1.3 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi yang di uji. 
7.1.4 Memperoleh hak banding bila keputusan hasil uji kompetensi tidak sesuai persyaratan minimum. 
7.1.5 Memperoleh sertifikasi sesuai dengan hasil uji kompetensi. 
7.1.6 Hak untuk Uji Kompetensi Ulang 

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 
7.1.7 Melaksanakan keprofesian pelayanan sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku. 

 
8. Biaya Sertifikasi 

8.1. Biaya Sertifikasi menjadi tanggungan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung 
9. Proses Sertifikasi 

Prosedur / proses sertifikasi dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut : 
9.1.  Persyaratan Pendaftaran 
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9.1.1.Pada saat pendaftaran, LSP pihak pertama STP Bandung menyediakan  gambaran proses sertifikasi 
sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang 
lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang 
sertifikat.  

9.1.2 LSP pihak pertama STP Bandung mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh 
pemohon sertifikasi.  Kelengkapan pendaftaran minimum mencakup:  
a. informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, seperti nama, alamat dan informasi 

lainnya yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi;  
b. ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan pemohon;  
c. pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap 

informasi yang diperlukan untuk penilaian;  
d. informasi pendukung untuk menunjukkan secara obyektif kesesuaiannya dengan pra-syarat skema 

sertifikasi;  
e. pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan 

untuk disediakan kebutuhan khusus (lihat 9.2.5);  
9.1.3. LSP pihak pertama STP Bandung menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon 
          sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.  
 

9.2. Proses Asesmen 
9.2.1  LSP pihak pertama STP Bandung menerapkan metoda dan prosedur asesmen  sesuai yang ditetapkan 

dalam skema sertifikasi.  
9.2.2  Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen  tambahan, LSP pihak pertama 

STP Bandung mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan 
prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang diubah. 

9.2.3  Asesmen  direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa  verifikasi persyaratan skema 
sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan 
kompetensi .  

9.2.4  LSP pihak pertama STP Bandung melakukan verifikasi metoda untuk asesmen   peserta sertifikasi. 
Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen  adalah sah dan adil.  

9.2.5  LSP pihak pertama STP Bandung melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus  peserta 
sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan 
aturan yang bersifat nasional.  

9.2.6  Apabila LSP pihak pertama STP Bandung mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, 
LSP pihak pertama STP Bandung menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang 
menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam 
skema sertifikasi. 

 
9.3. Proses Uji Kompetensi 

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara 
lain yang anda dan objektif, misalnya portofolio (bukti-bukti hasil kerja) serta bedasarkan dan konsisten 
dengan Skema Sertifikasi Klaster Bidang Bisnis Konvensi.  

9.3.2. Uji kompetensi direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua 
persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga 
memadai untuk menegaskan kompetensi calon. 

9.3.3. LSP STP Bandung menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil asesmen yang 
didokumentasikan secara tepat dan dimengerti. 

9.3.4. Uji kompetensi diselenggarakan berdasarkan atau mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi ASEAN (ACCSTP dan CATC). 

9.3.5. Uji kompetensi diselenggarakan oleh dan dengan pengawasan langsung dari asesor yang diberi tugas 
secara resmi oleh Bagian Sertifikasi dan disetujui oleh Direktur LSP Pihak pertama STP Bandung. 
Asesor yang diberi tugas secara resmi oleh LSP Pihak pertama STP Bandung haruslah memastikan 
bahwa  informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi haruslah memenuhi, terdokumentasi dan 
disimpan (di-file) untuk: 
• Untuk mengambil keputusan kelulusan/ketidak lulusan sertifikasi 
• Untuk melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding dan keluhan 
• Untuk bahan atau materi peningkatan kualitas sertifikasi dimasa mendatang 

9.3.6. Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara   data statistik) 
didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali 



SKEMA	SERTIFIKASI	SERTIFIKAT	LEVEL	BIDANG	BISNIS	KONVENSI		 	

	

	 5	
	

keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap uji kompetensi, dan tindakan perbaikan  
terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.  

 
9.4.  Keputusan Sertifikasi 

9.4.1. LSP Pihak Pertama STP Bandung menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses 
sertifikasi mencukupi untuk : 
a. mengambil keputusan sertifikasi; 
b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya banding atau keluhan 

9.4.2. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP Pihak Pertama STP Bandung harus 
berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.  

9.4.3. LSP pihak pertama STP Bandung.membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema 
sertifikasi yang digunakan.  

9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP pihak pertama STP 
Bandung.berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat 
keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.  

9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman 
dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.  

9.4.6. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.  
9.4.7. LSP pihak pertama STP Bandung memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak 

menerima sertifikat. LSP pihak pertama STP Bandung memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk 
setiap pemegang sertifikat. LSP pihak pertama STP Bandung menerbitkan sertifikat kompetensi dalam 
bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.  

9.4.8. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP minimum memuat informasi berikut:  
a. nama orang pemegang sertifikat;  
b. pengenal yang unik;  
c. nama lembaga  yang menerbitkan sertifikat  
d. acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit acuan tersebut, 

bila relevan;  
e. ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya;  
f. tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat; 
g. Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun terhitung mulai tanggal efektif terbitnya sertifikat. 

9.4.9. Sertifikat kompetensi LSP pihak pertama STP Bandung sesuai pedoman BNSP, dan dirancang untuk 
mengurangi risiko pemalsuan 

 
9.5.  Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 

9.5.1. LSP pihak pertama STP Bandung mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk 
pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang 
juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP pihak pertama STP Bandung. 

9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu 
yang ditetapkan oleh LSP pihak pertama STP Bandung akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau 
pengurangan ruang lingkup sertifikasi.  

9.5.3. LSP pihak pertama STP Bandung membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat 
kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak 
diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.  

9.5.4. LSP pihak pertama STP Bandung membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat 
kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak 
diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.  

9.6. Proses Sertifikasi Ulang 
9.6.1. LSP pihak pertama STP Bandung menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses 

sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi. 
9.6.2. LSP pihak pertama STP Bandung menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut 

memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi 
persyaratan skema sertifikasi terkini.  

9.6.3. Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi.  Landasan penetapan periode 
sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut:  
a. persyaratan sesuai peraturan perundangan;  
b. perubahan dokumen normatif;  
c. perubahan skema sertifikasi yang relevan;  
d. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;  
e. risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;  
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f. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;  
g. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;  
h. frekuensi dan muatan kegiatan penilikan/ surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.  

9.6.4. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP pihak pertama STP Bandung menjamin bahwa dalam 
memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak 
memihak.  

9.6.5. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP pihak pertama STP Bandung disesuaikan dengan skema 
sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut:  
a. asesmen di tempat kerja;  
b. pengembangan profesional;  
c. wawancara terstruktur;  
d. konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja;  
e. uji kompetensi;  
f. pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi. 

 
9.7.  Penggunaan Sertifikat 

9.7.1. LSP pihak pertama STP Bandung mengatur dan mendokumentasikan  persyaratan penggunaan logo 
atau penanda sertifikasi kompetensi.  

9.7.2. LSP pihak pertama STP Bandung mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk 
menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:  
a. untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;  
b. untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi 

yang telah diberikan;  
c. untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP pihak pertama STP Bandung 

dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP pihak pertama STP Bandung 
dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;  

d. menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP pihak 
pertama STP Bandung atau sertifikasi LSP pihak pertama STP Bandung apabila sertifikat dibekukan 
atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP pihak pertama STP Bandung; 

e. tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.  
9.7.3. LSP pihak pertama STP Bandung menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap 

penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda. 
 

9.8. Banding 
9.8.1. LSP pihak pertama STP Bandung menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan 

membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur 
dan metoda berikut:  
a. proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan 

tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding 
sebelumnya yang serupa;  

b. penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;  
c. memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.  

9.8.2. LSP pihak pertama STP Bandung membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua 
banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.  

9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.  
9.8.4. LSP pihak pertama STP Bandung bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses 

penanganan banding. LSP pihak pertama STP Bandung menjamin bahwa personil yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam 
keputusan yang menyebabkan banding.  

9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan 
diskriminatif terhadap pemohon banding.  

9.8.6. LSP pihak pertama STP Bandung menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil 
penanganannya kepada pemohon banding.  

9.8.7. LSP pihak pertama STP Bandung memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir 
proses penanganan banding.  

 
(Diambil dari Klausul 9 PBNSP 201 : 2014) 

 


